Vi

ABSTRAK

Ahmad Syafaat. NIM: 180311020037 : Pengawasan Pemerintah Terhadap
Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Oleh Organisasi
Pengelola Zakat Di Kalimantan Selatan (Analisis Implementasi
Dan Transformasi) Pembimbing 1 Prof. Dr. H. Fathurrahman
Azhari, MHI dan Pembimbing 2 Dr. Budi Rahmat Hakim,
S.Ag., MHI, Disertasi pada program studi S3 Ilmu Syariah
Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025

Kata Kunci: Efektivitas pengawasan zakat, good governance, transformasi
BAZNAS, model tiga lini

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penemuan kasus
penyelewengan beberapa lembaga filantropi antara tahun 2020 hingga tahun 2022.
Belum ada penelitian sebelumnya tentang implementasi pelaksanaan pengawasan
pengelolaan zakat dan memberikan solusi sistem pengawasan yang baik.

Penelitian ini bertujuan antara lain 1. Menemukan problem-problem dalam
implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini
dilaksanakan oleh kementrian agama Kalimantan Selatan (Kalsel); 2. Memahami
secara terukur efektifitas pengawasan; 3. Menemukan transformasi model
pengawasan serta tata kelola organisasi yang baik bagi organisasi pengelola zakat
(OPZ).

Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif dengan melakukan
observasi dan wawancara kepada kementrian agama, BAZNAS Provinsi, Rumah
Zakat, Lazismu dan LAZ Dhuafa Tersenyum yang berada di wilayah Kalsel. Hasil
wawancara kemudian akan dianalisa menggunakan teknik analisa multikasus.
Empat teori utama digunakan sebagai pisau analisis: prinsip Good Governance,
teori efektivitas hukum, evaluasi kebijakan publik, dan prinsip pengawasan efektif.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pengawasan zakat di
Kalimantan Selatan masih terkendala koordinasi antarlembaga, kepatuhan LAZ
yang tidak seragam, serta lemahnya sosialisasi dan pembinaan. Pengawasan yang
ada masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek strategis, sementara
peran pemerintah daerah dalam fasilitasi dan kolaborasi juga masih minim; 2.
Efektivitas pengawasan pemerintah terhadap ZIS di Kalimantan Selatan belum
optimal karena masih bersifat administratif dan belum menyentuh kualitas tata
kelola. Hambatan utama mencakup lemahnya koordinasi, kurangnya edukasi,
infrastruktur terbatas, dan rendahnya kepatuhan hukum. Diperlukan transformasi
menuju pengawasan kolaboratif, digital, dan independen untuk peningkatan
efektivitas; 3. Transformasi pengawasan zakat menuntut pergeseran dari
pendekatan administratif ke model kolaboratif dan berbasis nilai. Diusulkan
pembentukan Otoritas Pengawas Filantropi (OPF) sebagai badan independen
nasional untuk menetapkan standar dan mengawasi lembaga zakat secara
profesional. Peran Kemenag difokuskan pada regulasi, sementara pemerintah
daerah diperkuat sebagai fasilitator. Model ini bertujuan menciptakan sistem
pengawasan yang akuntabel, efisien, dan adaptif.
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This study was motivated by the increasing number of misappropriation
cases involving several philanthropic institutions between 2020 and its peak in
2022, which drew significant public attention at the time. To date, there has been
no prior research focusing on the implementation of zakat management supervision
and offering solutions for an effective supervisory system.

The aim of this study is: 1. To identify the key problems in the
implementation of government oversight—specifically by the Ministry of Religious
Affairs in South Kalimantan (Kalsel); 2. To measure the effectiveness of current
supervision; and 3. To propose a transformation of the supervisory model as well
as sound organizational governance for zakat management organizations (OPZ).

This research is a qualitative empirical study conducted through observation
and interviews with the Ministry of Religious Affairs, the Provincial BAZNAS,
Rumah Zakat, Lazismu, and LAZ Dhuafa Tersenyum in the South Kalimantan
region. The interview results were analyzed using a multi-case analysis technique.
Four main theories were employed as analytical tools: the principles of Good
Governance, the theory of legal effectiveness, public policy evaluation, and the
principles of effective supervision.

The Result of this study is: 1 Zakat supervision in South Kalimantan faces
challenges in inter-agency coordination, inconsistent compliance among zakat
institutions, and weak outreach and guidance. Existing oversight is still
administrative in nature and lacks strategic depth, while regional governments play
a minimal role in facilitation and collaboration; 2. Government oversight of ZIS in
South Kalimantan remains suboptimal as it focuses more on administration than
governance quality. Key obstacles include weak coordination, limited regulatory
education, inadequate infrastructure, and low legal compliance. A shift toward
collaborative, digital, and independent oversight is needed for better effectiveness;
3. Zakat oversight requires a shift from rigid administration to a collaborative and
value-based model. The proposed approach includes forming an independent
Philanthropy Oversight Authority (OPF) to set standards, monitor compliance, and
provide professional guidance. The Ministry of Religious Affairs would focus on
regulation, regional governments would act as facilitators, and zakat institutions
would be supervised equally, with DPS ensuring sharia compliance. This aims to
build an accountable, efficient, and adaptive system.
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